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TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Bupati
menetapkan  kecamatan yang telah  memenuhi
persyaratan substantif, administratif dan teknis sebagai
penyelenggara pelayanan administrasi terpadu

kecamatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Kecamatan sebagai Penyelenggara
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kabupaten Magetan.

.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



10.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4741);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4826);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daera ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );

. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2008 Nomor 6);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/266/Kept./403.013/2015 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk
Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

: Menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai berikut :
Kecamatan Karangrejo;

Kecamatan Kartoharjo;

Kecamatan Magetan;

Kecamatan Maospati;

Kecamatan Panekan;

Kecamatan Parang;

Kecamatan Plaosan;
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Kecamatan Takeran.

: Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara

periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaraan Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Magetan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tangggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Januari 2016
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